Policy Brief

SKEMA PENDANAAN

.

FORUM INDONESIA
UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN

PROVINSI RIAU Provinsi RIAU

Forumt Indonesia Lirtok Transparansi Anggaran




Skema Pendanaan Perhutanan Sosial _ Policy Brief
SKEMA PENDANAAN PERHUTANAN SOSIAL

ILANDASAN KEBIJAKAN (HUKUM)

Banyak penelitian yang telah membuktikan
bahwa pengelolaan hutan yang sentralistik di Indo-
nesia pada akhirnya telah melahirkan kekagagalan
dalam menjaga kelestarian fungsi hutan (mengala-
mi deforestasi) dan keseimbangan ekosistem dida-
lamnya. Oleh sebab itu diperlukan penyusunan
kebijakan tentang tata hutan dan penyusunan ren-
cana pengelolaan hutan serta pemanfataan hutan
yang tepat.

Kebijakan tentang tata hutan dan penyusu-
nan rencana pengelolaan hutan serta pemanfata-
an hutan di Indonesia kemudian tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusu-
nan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Peman-
faatan Hutan, dimana didalamnya memuat tentang
semangat untuk mengendalikan degradasi hutan
dan meningkatkan perekonomian nasional terma-
suk didalamnya perekonomian masyarakat di da-
lam dan sekitar hutan. Semangat ini dilandasi atas
dasar prinsip good governance dan pengelolaan
hutan lestari.
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Dalam rangka menjalankan semangat men-
gurasi laju deforestasi diatas ditetapkan Kawasan
Pengelolaan Hutan. Dalam Kawasan Kawasan Pen-
gelolaan Hutan tersebut dapat dibentuk Hutan
Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa (HD), Hutan
Adat dan Kawasan Hutan untuk Tujuan Khusus (KH-
DTK. Atas dasar hal tersebut, khusus untuk Hutan
Kemasyarakatan kemudian diterbitkan regulasi
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutan-
an Nomor : P. 37/Menhut-11/2007 Tentang Hutan
Kemasyarakatan. Tujuh tahun kemudian diterbitkan
regulasi tentang Hutan Desa yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.89/Menhut-11/2014 Tentang Hutan Desa.
Semangat untuk mengendalikan deforestasi dan
meningkatkan perekonomian nasional termasuk
didalamnya perekonomian masyarakat di dalam
dan sekitar hutan tersebut kemudian dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional Tahun 2015-2019 khususnya da-
lam hal pembangunan kehutanan dengan strate-
gi pengelolaan hutan secara berkelanjutan dalam
bentuk alokasi kawasan perhutanan sosial sebesar
12,7 juta hektar. Riau sendiri menurut Peta Indikasi
Alokasi Perhutanan Sosial ( PIAPS) memiliki alokasi
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perhutanan sosial sebesar 1.4 juta hektar.

Perhutanan sosial adalah penyebutan yang
diberikan bagi pengelolaan hutan untuk tujuan
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
yang berada disekitar kawasan hutan dengan tetap
menjaga kelestarian hutan. Konsep perhutanan
sosial merujuk pada pasal 11 dalam Peraturan Pe-
merintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007
yang menyatakan bahwa Pada areal tertentu di ka-
wasan hutan (hutan konservasi (kecuali pada cagar
alam, zona rimba dan zona inti pada taman nasi-
onal) , hutan lindung dan hutan produksi) dapat
ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemas-
yarakatan, hutan adat, hutan desa dan kawasan
hutan untuk tujuan khusus (KHDTK).

Hutan kemasyarakatan menurut Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-li/2007
Tentang Hutan Kemasyarakatan adalah hutan
negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan
untuk memberdayakan masyarakat setempat.
Adapun maksud dari penyelenggaraan Hutan Ke-
masyarakatan adalah untuk pengembangan kap-
asitas dan pemberian akses terhadap masyarakat
setempat dalam mengelola hutan secara lestari
guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi
masyarakat setempat untuk memecahkan persoa-
lan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.
Sedangkan tujuan dari Hutan Kemasyarakatan itu
sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber
daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan
dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan
lingkungan hidup.

Hutan desa, menurut Peraturan Menteri Ke-
hutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/Men-
hut-11/2014 Tentang Hutan Desa adalah hutan neg-
ara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola
oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan
desa. Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan
untuk memberikan akses kepada desa melalui
lembaga desa dalam mengelola sumberdaya hutan
secara lestari. Sedangkan tujuan penyelengga-

raan Hutan Desa adalah untuk meningkatkan kes-
ejahteraan desa secara berkelanjutan. Kriteria ka-
wasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal
kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan
produksi dengan ketentuan belum dibebani hak
pengelolaan atau izin pemanfaatan serta berada
dalam wilayah administrasi desa yang bersangku-
tan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa dalam hal areal
kerja yang dimohon berada pada Hutan Produksi
maka harus mengacu peta indikatif arahan peman-
faatan hutan pada kawasan hutan produksi yang
tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu.

Dari alokasi kawasan perhutanan sosial seperti
yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-
2019 tersebut, dinantikan kesiapan masyarakat.
Namun kesiapan masyarakat ini harus didukung
oleh komitmen pemerintah daerah (Pemerintah
Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Oleh sebab itu
kajian ini berfokus pada upaya membangun skema
dukungan kebijakan anggaran ditingkat pemerin-
tah daerah (baik Provinsi mapun Kabupaten) dan
kesiapan desa maupun kelompok masyarakat da-
lam terealisasinya pengelolaan perhutanan sosial
khususnya Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
pada tataran penganggarannya ditingkat daerah.
Perhutanan Sosial di Provinsi Riau.

Luas kawasan hutan Berdasarkan Keputu-
san Menteri Kehutanan RI Nomor : Sk.878/Men-
hut-1i/2014 Tanggal 29 September 2014 (Menurut
Fungsi Kawasan) di Provinsi Riau memiliki to-
tal 5.499.693 Ha dengan rincian Kawasan Suaka
Alam/ Kawasan Pelestarian Alam/ Taman Buru
seluas 633.420 Ha, Kawasan Hutan Lindung (HL)
seluas 234.015 Ha, Kawasan Hutan Produksi Terba-
tas HPT seluas 1.031.600 Ha, Kawasan Hutan Pro-
duksi Tetap (HPT) seluas 2.331.891 Ha dan Kawasan
Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) selu-
as 1.268.767 Ha. Dari luasan tersebut, Provinsi Riau
sendiri menurut Peta Indikasi Alokasi Perhutanan
Sosial ( PIAPS) memiliki alokasi perhutanan sosial
sebesar 1.4 juta hektar.
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Tabel .
Luas Kawasan Hutan Dan Non Kehutanan Provinsi Riau Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI
Nomor : Sk.878/Menhut-1i/2014
Tanggal 29 September 2014 (Menurut Fungsi Kawasan)

1 | Kawasan Suaka Alam (KSA) / Kawasan Pelestarian Alam 633,420.00 | 11.52
(KPA) / Taman Buru

2 | Kawasan Hutan Lindung (HL) 234,015.00 | 4.26

3 | Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 1,031,600.00 | 18.76

4 | Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 2,331,891.00 | 42.40

5 | Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) 1,268,767.00 | 23.07

6 | Total 5,499,693.00 | 100.00

Sumber: Statistik Kehutanan Riau Tahun 2014.

Business Process Perhutanan Sosial

Business Process perhutanan sosial setidakn-
ya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian besar yakni
Pengusulan Penetapan Areal Kerja (PAK), Pengu-
sulan HPH, Pengusulan IUPHHK. Pengusulan Pen-
etapan Areal Kerja (PAK) terdiri dari Pengusulan
Areal Hutan yang akan diajukan PAK, Pembentu-
kan lembaga masyarakat, sketsa lokasi areal yang

dimohon, dan penyusunan encana kegiatan dan
bidang usaha hutan desa untuk selanjutnya di ver-
ifikasi oleh Tim yang dibentuk dari Direktur Jen-
deral. Pengusulan HPH terdiri dari Pengusulan Ren-
cana Kerja HPH dan Pengajuan HPH, Pengusulan
IUPHHK terdiri dari Pengusulan Rencana Kerja Hak
Pengelolaan Hutan (RKHPH) 35 Tahun, Rencana
Kerja (RKH) 10 Tahun, dan Rencana Tahunan Hutan
(RTHD).

4 | Fitra Riau
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Gambar : Skema Businnes Process Perhutanan Sosial
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Di level daerah, para aktor pemerintahan yang terlibat dalam fasilitasi pengusilan PAK antara lain
adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Dalam hal pen-
gajuan usulan PAK, pembagian peran ketiga aktor tersebut dapat digambarkan pada skema se-

bagai berikut:

PROVINSI
Fasilitasi:
1. Pendidikan dan latihan
2. Bimbingan penataan
batas areal kerja
3. Bimbingan penyusunan
rencana kerja HPH
! : v
KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN
Fasilitasi: Fasilitasi: Fasilitasi:

I. Pengusulan areal kerja
2. Pengajuan permohonan

1. Pengusulan areal kerja
2. Pengajuan permohonan

I. Pengusulan areal kerja
2. Pengajuan permohonan

izin izin izin
| | I
1 v v L 4
DESA DESA DESA DESA

Fasilitasi: Fasilitasi: Fasilitasi: Fasilitasi:
Pembentukan & Pembentukan & Pembentukan & Pembentukan &
pengembangan pengembangan pengembangan pengembangan
kelembagaan LPH kelembagaan LPH kelembagaan LPH kelembagaan LPH

Sumber: Peraturan Perundang-undangan Diolah

Peran Strategis Pemerintah Provinsi Dalam Imple-
mentasi Perhutanan Sosial

Urusan kehutanan dalam Undang-undang No
23 Tahun 2014 Tentang Pemerinah Daerah masuk
menjadi Urusan Pemerintahan Pilihan. Penyeleng-
garaan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan
ini bersama-sama dengan Urusan Pemerintahan
bidang kelautan, serta energi dan sumber daya
mineral yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi. Dalam Undang-undang No 23 Ta-
hun 2014 Tentang Pemerintah daerah Lampiran BB,
yang menjadi kewenangan provinsi dalam urusan
kehutanan antara lain adalah:
1. Pengelolaan Hutan
2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eko-
sistemnya
3. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan
Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutan-
an
4. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

6 | Fitra Riau

Sementara itu yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota i dalam urusan kehutanan antara
lain adalah Pelaksanaan pengelolaan TAHURA ka-
bupaten/kota.

Kewenangan provinsi yang besar dalam
urusan kehutanan disatu sisi merupakan tantangan
bagi Provinsi Riau khususnya. Tantangan tersebut
adalah semakin terpusatnya beban kerja sektor
kehutanan di Provinsi Riau dan semakin diujinya
kemampuan Pemerintah Provinsi Riau dari sisi ke-
mampuan melakukan penganggaran dan imple-
mentasinya disektor kehutanan. Khusus untuk per-
hutanan sosial, tantangan tersebut (penganggaran
dan implementasinya) sesuai amanat RPJM Nasi-
onal Tahun 2015-2019 diantaranya:

1. Melakukan Peningkatan kemitraan dengan
masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui
pola HTR/HKmM/HD dan HR.

2. Melakukan Membangun hubungan yang sal-
ing menguntungkan antara masyarakat, ter-



masuk masyarakat adat, dengan pemerintah
pengelolaan hutan di kawasan hutan yang
menjadi modal dasar pembangunan sektor
kehutanan dan kesejahteraan masyarakat.
Melakukan Pemisahan peran administrator
(regulator) dengan pengelola (operator) ka-
wasan hutan melalui pembentukan Kesatuan
Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan op-
erasionalisasinya

Meningkatkan kapasitas pengelola KPH se-
hingga mampu melakukan kegiatan tata
hutan dan penyusunan rencana pengelolaan
hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan
kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi

keanekaragaman hayati
hutan.

KOMITMEN KEBIJAKAN
(RPJP, RPJM, RENSTRA, RENJA)

Secara umum, terkait dengan kebijakan per-

hutnan sosial di Riau, dalam RPJP Provinsi Riau
Tahun 2005-2025, komitmen pemerintah Provinsi
Riau terlihat pada beberapa hal diantaranya:

Penurunan kejadian kerusakan lingkungan
yang mengakibatkan banjir, genangan, keba-
karan hutan, pencemaran, dan penurunan kual-
itas lingkungan lainnya.

Keterlibatan masyarakat dan Lembaga Swa-
daya Masyarakat dalam pengawasan kerusakan
dan penurunan kualitas lingkungan.
Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan ka-
wasan berfungsi lindung.

Selain itu, permasalahan penyikapan pemba-

karan hutan dan lahan menjadi isu strategis. Terkait
dengan upaya komitmen dalam meningkatkan kes-
ejahtraan ekonomi masyarakat yang terkait dengan
sektor kehutanan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025
terdapat pada dua hal:

Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan yang tertuang dalam
RPJM ke-1 sampai dengan RPJM ke-3 tahun
2005-2014,

Pada RPJM ke-4 yakni tahun 2015-2019 Pem-
bangunan ekonomi diikuti oleh pelaksanaan
pengelolaan lingkungan sesuai standar mutu

Policy Brief Skema Pendanaan Perhutanan Sosial

lingkungan dan konvensi internasional yang
disepakati, yakni melalui pengendalian pence-
maran dan kerusakan lingkungan, pemanfaatan
sumber energi terbarukan; penyelenggaraan
mitigasi bencana dengan memanfaatkan te-
knologi mutakhir; pelaksanaan program miti-
gasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
kompetensi lembaga dan aparatur bidang
lingkungan hidup; dan peran serta asyarakat
yang melembaga dalam pelestarian dan pen-
gawasan kualitas lingkungan.

Lebih spesifik terkait dengan kehutanan sosial,

amanat RPJP ini kemudian ditindaklanjuti oleh RP-
hutan, serta perlindungan dan pengawetan JMD Tahun 2014-2019, berupa rumusan kebijakan

dalam ekosistem sebagai berikut:

No. PROGRAM INDIKATOR
1 | Program Pening- Meningkatnya Kap-
katan Kapasitas asitas Kelembagaan
Kelembagaan Usaha | Usaha Masyarakat
Masyarakat sekitar sekitar Hutan
Hutan
2 | Program Pengua- Meningkanya
tan Usaha Ekonomi usaha ekonomi
Masyarakat Sekitar masyarakat sekitar
Hutan hutan
3 | Program Rehabilitasi | Meningkatnya
Hutan dan Lahan pemulihan keru-
sakan hutan dan
lahan melalui reha-
bilitasi hutan
4 | Program Perlindun- | Tertanganinya tin-
gan dan Konservasi | dak pidana pengru-
Sumberdaya Hutan sakan hutan dan
lahan
5 | Program Peman- Meningkatnya pe-
faatan Potensi Sum- | manfaatan sumber-
berdaya Hutan daya hutan produksi
6 | Program Perenca- Tersusunnya ske-

naan dan Pengem-
bangan Hutan

nario pengelolaan
kawasan hutan

Sumber: Dokumen RPJM Provsi Riau 2014-2019
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Jika dilihat dari komposisi progam kehutanan
di Provinsi Riau tersebut, dari 11 item program, 6
diantaranya (seperti yang tercantum pada table....
diatas) adalah program yang mengarah pada up-
aya perhutanan sosial, dimana 2 dari 6 program
terlihat mengikutsertakan pelibatan masyarakat.
Program-program tersebut sejak tahun 2016 sam-
pai 2019 mendatang secara berkesinambungan
diamanatkan oleh RPJMD untuk dilaksanakan (kec-
uali program Perencana dan Pengembangan Hutan
yang diamanatkan dilaksanakan pada tahun 2015
lalu).

Namun jika dilihat dari renstra, dari 11 program
yang bersifat langsung pada urusan kehutanan dan
129 kegiatan Kegiatan yang diamanatkan oleh Ren-
cana Strategis Dinas Kehutanan hanya 9 kegiatan
(selain kegiatan yang ditujukan untuk Minas Tahura
dan Tasik Serkap) yang berhubungan dengan re-
habilitasi (secara langsung), peningkatan ekonomi
dan kehutanan sosial. Terkait dengan kehutan-
an sosial sebagai tumpuan bagi upaya menahan
laju deforestasi maupun rehabiitasi hutan secara
langsung tercatat hanya ada 2 kegiatan:

1. Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pen-
gendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD
dan HHBK Unggulan Daerah dengan indika-
tor meningkatnya peran masyarakat dalam
Pembangunan, Pengelolaan dan Peman-
faatan HTR, HKm Hutan Desa dan HHBK Un-
ggulan Daerah (Kab/Kota), Kegiatan pembi-
naan pengelolaan hutan berbasis masyarakat

8 Fitra Riau

Indikator Terbangunnya unit pengelolaan
hutan berbasis masyarakat (unit) yang diren-
canakan dilaksanakan pada tahun 2014-2018.
Dengan Perencanaan anggaran sebesar Rp.
200 juta pada tahun 2014, Rp. 250 juta pada
tahun 2016, Rp. 250 juta pada tahun 2017 dan
Rp.250 juta pada tahun 2018. Realisasinya
Pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 195.263.
juta dengan rincian sebesar Rp. 13.180 juta
untuk belanja aparatur dan Rp. 182.083 juta
untuk belanja barang dan jasa.

2. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL)
dengan indikator terlaksananya fasilita-
si pembentukan KPHP//KPHL Provinsi Riau
dan Kab./Kota (Lokasi), yang direncanakan
dilaksanakan pada tahun 2015-2018 Dengan
Perencanaan anggaran sebesar Rp. 200 juta
pada tahun 2015, Rp 240 juta pada tahun
2016, Rp 288 juta pada tahun 2017, dan Rp
345 juta pada tahun 2018. Realisasinya Pada
APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 158.527 juta
dengan rincian sebesar Rp. 6.170 juta untuk
belanja aparatur dan Rp. 152.357 juta untuk
belanja barang dan jasa.

Terdapat 1 kegiatan tidak langsung yang ber-
hubungan dengan kehutanan sosial yakni Kegiatan
Pembinaan & pemberdayaan masyarakat pelestari
hutan dengan indikator peningkatan jumlah kader
serta pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja
penyuluh kehutanan swadaya mandiri (PKSM) di
Provinsi Riau (Orang) yang direncanakan dilak-
sanakan pada tahun 2014-2019. Dengan Perenca-
naan anggaran sebesar Rp. 250 juta pada tahun
2014, Rp 250 juta pada tahun 2015 dan Rp 300 juta
pada tahun 2016, Rp 360 juta pada tahun 2017 dan
Rp 432 juta pada tahun 2018. Realisasinya Pada
APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 192.151 juta dengan
rincian sebesar Rp. 18.503 juta untuk belanja apara-
tur dan Rp. 173.647 juta untuk belanja barang dan
jasa.

Selain 3 kegiatan diatas (selain kegiatan yang
ditujukan untuk Minas Tahura dan Tasik Serkap),
dalam APBD terdapat 2 kegiatan yang berkiatan
dengan kehutanan sosial diantaranya:

1. Perencanaan Dan Pengembangan Hutan Ke-
masyarakatan. Realisasinya Pada APBD Tahun

2016 sebesar Rp. 113.727 juta dengan rincian
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sebesar Rp. 11.080 juta untuk belanja aparatur
dan Rp. 102.64 juta untuk belanja barang dan
jasa.

2. Pembibitan Tanaman Hutan Untuk Kemas-
yarakatan. Realisasinya Pada APBD Tahun

2016 sebesar Rp. 702.009 juta dengan rincian
sebesar Rp. 80.920 juta untuk belanja apara-
tur dan Rp. 422.518 juta untuk belanja barang
dan jasa dan Rp 198.570 juta untuk belanja
modal.

Jika dilihat dalam perencanaan, alokasi an-
ggaran untuk Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan
dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm,
HD dan HHBK Unggulan Daerah Provinsi Riau sela-
ma tahun 2014-2018 adalah sebesar Rp. 950 juta.
Jika anggaran pada tahun 2016 dialokasikan un-
tuk memfasilitasi 4.266 hektar kawasan hutan desa
(Desa Segamai telah mendapatkan Penetapan Ar-
eal Kerja (PAK) berdasarkan SK Menhut Nomor
154/Menhut-11/2013 dengan luas 2.270 ha dan desa
Serapung berdasarkan SK Menhut Nomor 155/
Menhut-11/2013 dengan luas 1.956 ha) yang telah
mendapatkan PAK. Maka anggaran ini sangat cuk-
up untuk memfasilitasi HPHD segera memfasilitasi
penerbitan HPHD bagi hutan desa di Desa Segamai
dan Serapung.

Namun jika anggaran Fasilitasi, Pembinaan,
Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan
HTR, HKm, HD dan HHBK Unggulan Daerah Provin-
si Riau tahun 2016-2018 dengan total Rp 750 juta

dialokasikan untuk mengusulkan 1,395,734 hektar
yang kawasan perhutanan sosial yang belum mem-
peroleh PAK, maka alokasi anggaran yang dipunyai
oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk memfasilitasi
implementasi perhutanan sosial yang belum mem-
peroleh PAK hanya Rp. 537/ hektarnya. Jumlah ini
tentunya juga merupakan jumlah yang sangat kecil
jika dibandingkan dengan beban kerja Pemerintah
Provinsi Riau dalam merealisasikan perhutanan so-
sial berupa pendidikan dan latihan, Pembentukan
dan pengembangan kelembagaan, pengajuan per-
mohonan izin,
pengusulan ar-
eal kerja, bimb-
ingan penataan
batas areal ker-
ja dan bimbin-

gan penyusu-
nan rencana
. kerja HPHD.

Peran Strategis Pemerintah Provinsi

Riau. Kabupaten/Kota dan Desa

Jika dilihat dari beban target sebesar 1.4
juta hektar perhutanan sosial yang ditargetkan
hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi Riau ma-
sih memiliki kewajiban merealisasikan usulan PAK
1,395,734 hektar. Jika dihitung dari masa sekarang,
artinya Pemerintah Provinsi Riau hanya memiliki
waktu 3 tahun lagi. Itu artinya kewajiban Pemer-
intah Provinsi Riau dalam memperoleh PAK bagi
perhutanan Sosial dalam tiap tahunnya adalah
465.244 hektar.

Sementara itu, dalam merealisasikan per-
hutanan sosial, Provinsi Riau masih memiliki ban-
yak pekerjaan rumah diantaranya (sesuai dengan
Permenhut No.37/Menhut-1I/2007 dan Permenhut
No. 89/Menhut-I1/2014) perlu memfasilitasi penye-
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lenggaraan perhutanan sosial berupa:

a. Pendidikan dan latihan;

Pembentukan dan pengembangan kelem-
bagaan;

Pengajuan permohonan izin

Pengusulan areal kerja;

Bimbingan penataan batas areal kerja;
Bimbingan penyusunan rencana kerja HPHD;
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Oleh sebab itu, maka pelibatan pemerintah
Kabupaten dan Pemerintah desa menjadi mutlak
diperlukan. Pemerintah Kabupaten perlu mengalo-
kasikan anggaran bantuan sosial untuk kelompok
masyarakat di desa-desa bagi upaya memfasilitasi
penyelenggaraan perhutanan sosial. Peran strat-
egis pemerintahan kabupaten dapat difokuskan

pada alokasi belanja untuk kegiatan fasilitasi beru-
pa pengusulan areal kerja dan pengajuan permo-
honan izin.

Sementara itu pemerintahan desa sesuai
dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dapat
mengambil kebijakan dengan mengalokasikan
anggaran perhutanan sosial pada pos belanja
Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan atau Pem-
berdayaan Masyarakat Desa. Peran strategis pe-
merintahan desa dapat difokuskan pada alokasi
belanja untuk kegiatan fasilitasi pembentukan dan
pengembangan kelembagaan. Pada kegiatan pem-
bentukan, alokasi anggaranya dapat berupa alokasi
anggaran pembentukan LPH dan alokasi anggaran
pembentukan Peraturan Desa tentang LPH (sesuai
Permenhut).

Gambar:
Skema Usulan Distribusi Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial Riau
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Policy Brief Skema Pendanaan Perhutanan Sosial

KESIMPULAN REKOMENDASI

Berdasarkan kajian terhadap Perhutanan Sosial
di Riau, maka dapat disusun beberapa kesimpulan
dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mereal-
isasikan perhutanan sosial sangat lambat, baru
sekitar 0,3% dari 1,4 juta hektar yang diatarget-
kan untuk Provinsi Riau.

2. Pemerintah Provinsi Riau hanya memiliki wak-
tu 3 tahun lagi. Itu artinya kewajiban Pemerin-
tah Provinsi Riau dalam memperoleh PAK bagi
perhutanan Sosial dalam tiap tahunnya adalah
465.244 hektar.

3. Anggaran pehutanan sosial yang dialokasikan
oleh Pemerintah Provinsi Riau khususnya da-
lam hal Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm,
HD dan HHBK Unggulan Daerah Provinsi Riau
masih sangat kecil jika dibandingkan dengan
kewajiban merealisasikan usulan PAK 1,395,734
hektar menjelang tahun 2019.

Atas dasar kajian diatas, maka dalam rangka

realisasi target Perhutanan Sosial terdapat beber-
apa hal yang penting untuk menjadi perhatian pe-
merintah Provinsi Riau diantaranya:

1.

Perlu sinergi bersama Pemerintah Provin-
si, Kabupaten dan Desa dalam upaya men-
dorong percepatan izin penetapan PAK sebe-
sar 1,395,734 hektar atau sebesar 99.7% target
yang belum tercapai sampai tahun 2019.

. Perlu sinergi bersama Pemerintah Provinsi, Ka-

bupaten dan Desa dalam hal pengalokasian
anggaran implementasi percepatan perizinan
PAK yang belum tercapai sampai tahun 2019
dimana Pemerintah Kabupaten dapat menga-
lokasikan anggaran bantuan sosial yang dimi-
likinya untuk memfasilitasi dalam hal Pengusu-
lan areal kerja dan Pengajuan permohonan izin
dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan
anggarannya dalam hal Pembentukan &
pengembangan kelembagaan Lembaga Pen-
gelola Hutan (LPH).

. Perlu penambahan alokasi anggaran Pemer-

intah Provinsi Riau khususnya untuk kegiatan
Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pen-
gendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD
dan HHBK Unggulan minimal 2 (dua) kali lipat
dari anggaran saat ini pertahunnya.

. Perlu political will Gubernur Riau dalam per-

cepatan pemberian izin HPHD untuk Hutan
Desa di Desa Segamai dan Serapung yang tel-
ah mendapatkan SK PAK dari Kementrian Ke-
hutanan.
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